
 

 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   13    TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 50 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  
PEMILIHAN PAMBAKAL DI KABUPATEN BANJAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf g 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa, pengawasan penyelenggaraan 
pemilihan kepala desa merupakan bagian dari tugas Panitia 

Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota; 

b. bahwa pelaksanaan tugas dalam penyelengaraan pengawasan 

pemilihan Pambakal di Kabupaten Banjar telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara 

Serentak di Kabupaten Banjar, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 

3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di 

Kabupaten Banjar; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan 

Pemilihan Pambakal di Kabupaten Banjar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1222); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal 
secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 
Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN PAMBAKAL DI 

KABUPATEN BANJAR. 

 
Pasal I 

 
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Pambakal di 
Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 
Nomor 50). 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 1 April 2021 

BUPATI BANJAR, 

      Ttd 

SAIDI MANSYUR 

 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 1 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

                                Ttd 

               MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 13 

 


